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BUPATI BARITO SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
 

NOMOR  40  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BARITO SELATAN  TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BARITO SELATAN 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 

Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2016; 

    
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan. 
    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomr 1820); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3369); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

 
 
 
 

 5 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 



2 

 

  7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4389); 
 

  8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

  9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasionaln (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
    
  10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

 

  11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 

  18. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penynelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Tahun Anggaran 2016. 

 
 

  
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2016. 

 
  Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai 
berikut : 

 1. Pendapatan 
  a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 50.002.409.577,00   
  b. Dana Perimbangan....... Rp. 795.438.946.176,00   

  c. Lain-Lain pendapatan  
Yang Sah ..................... 

 
Rp. 

 
158.394.919.317,91 

  

      
   Jumlah Pendapatan…… Rp. 1.003.836.275.070,91 
   
 2. Belanja. 
  a. Belanja Tidak Langsung   
   1. Belanja Pegawai ...... Rp. 453.468.106.124,73   

   2. Belanja Bunga ......... Rp. 0,00   
   3. Belanja Subsidi ….… Rp. 0,00   
   4. Belanja Hibah ….….. Rp. 26.563.278.200,00   
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   5. Belanja Bantuan  

    Sosial ……………..…. 
 
Rp. 

 
4.000.000.000,00  

  

   6. Belanja Bagi Hasil ... Rp. 2.459.481.163,90   
   7. Belanja Bantuan  

    Keuangan ................ 
 
Rp. 

 
105.641.210.605,32 

  

   8. Belanja Tidak  
    Terduga ................... 

 
Rp. 

 
1.000.000.000,00  

  

        
   Jumlah Belanja Tidak Langsung...... Rp. 593.538.376.093,95 
 
 

       

  b. Belanja Langsung     
   1. Belanja Pegawai …… Rp. 45.772.303.000,00   

   2. Belanja Barang  
    Jasa......................... 

 
Rp. 

 
203.156.829.676,00 

  

   3. Belanja Modal ……… Rp. 208.599.103.648,00   
        
   Jumlah Belanja Langsung...... Rp. 457.528.236.324,00 
        
   Jumlah Belanja …... Rp. 1.051.066.612.417,95 
      

   Surplus / (Defisit) ..… Rp. (47.230.337.347,04) 
   
 3. Pembiayaan 
  a. Penerimaan ……………. Rp. 89.074.769.612,47   
  b. Pengeluaran …………… Rp. 6.178.000.000,00   
      
   Jumlah Pembiayaan Netto …..…… Rp. 82.896.769.612,47 
      

   Sisa Lebih Pembayaran  Anggaran  
Tahun Berkenaan………………….. 

 
Rp. 

 
35.666.432.265,43 

 
 
 Pasal 2 

 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini 
 

  
Pasal 3 

 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini 
 

  
Pasal 4 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
 

  
Pasal 5 

 
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundangan-Undangan. 
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 Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Barito Selatan. 

 
 
 
 

 
Ditetapkan di Buntok 
Pada tanggal  22 Desember 2015 
 

BUPATI BARITO SELATAN 
 

TTD 
 
 

M. FARID YUSRAN 
 

 

Diundangkan di Buntok 
Pada tanggal  22  Desember 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO SELATAN 

 
TTD 

 

 
EDI  KRISTIANTO 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 40 
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